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RINGKASAN

Nur Fadilla, April 2025. PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT
PERCERAIAN DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA. Skripsi, Program Sarjana
Program Studi [lmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 67 Halaman, Pembimbing;:
Hj. Syahrida. S.H., M.H.

Penelitian ini membahas mengenai pembagian harta bersama akibat perceraian
dalam perkawinan beda agama di Indonesia. Isu mengenai pembagian harta
bersama akibat perceraian dari perkawinan beda agama merupakan salah satu
persoalan penting dalam hukum keluarga Indonesia. Permasalahan ini berakar dari
kekosongan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan yang tidak secara tegas mengatur mengenai sah atau tidaknya
perkawinan beda agama, apalagi jika perkawinan tersebut berakhir dengan
perceraian. Ketidakjelasan ini menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya
ketika para pihak ingin menyelesaikan pembagian harta bersama. Dalam
praktiknya, masyarakat kerap kali bingung untuk menentukan aturan hukum mana
yang berlaku. Apakah mengikuti hukum Islam, hukum adat, atau hukum perdata,
terutama bila pasangan berasal dari latar belakang hukum yang berbeda.
Inkonsistensi dalam putusan-putusan pengadilan juga memperkuat ketidakpastian
ini dan memunculkan problematika baru dalam hal perlindungan hukum terhadap
hak-hak mantan pasangan, khususnya dalam hal distribusi ekonomi yang adil dan
proporsional.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sistem hukum positif di
Indonesia, yakni Undang-Undang Perkawinan, KUH Perdata, Kompilasi Hukum
Islam, serta hukum adat yang mengatur mengenai pembagian harta bersama dalam
kasus perceraian dari perkawinan beda agama. Selain itu, penelitian ini juga
mengkaji bagaimana pengadilan, baik di tingkat pertama maupun kasasi,
menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum dalam penyelesaian sengketa
tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis
normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Kajian ini
bersifat preskriptif, karena tidak hanya mendeskripsikan permasalahan hukum,
tetapi juga memberikan solusi melalui analisis terhadap norma hukum dan teori
hukum yang relevan.

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan bahan hukum primer seperti
Undang-Undang Perkawinan, KUH Perdata, dan KHI, serta mengkaji sejumlah
yurisprudensi penting, seperti putusan Mahkamah Agung dan putusan Pengadilan
Negeri yang terkait, antara lain kasus Gideon Tengker vs. Rieta Amalia dan Yunita
Amelia vs. Jono Gunardi. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder dan
tersier untuk mendukung argumentasi, seperti buku, artikel jurnal, dan kamus
hukum. Penulis menerapkan metode interpretasi sistematis untuk menganalisis
keselarasan norma hukum yang ada, serta menekankan pentingnya titik taut
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penentu (aanknopingspunten) guna menentukan sistem hukum yang tepat dalam
penyelesaian sengketa harta bersama, terutama ketika masing-masing pihak berasal
dari sistem hukum yang berbeda.

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal tidak terdapat
perselisihan antara para pihak, maka pembagian harta bersama dapat dilakukan
secara proporsional (50:50) sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UUP dan KHI.
Akan tetapi, bila terjadi sengketa, maka pembagian dilakukan berdasarkan
kontribusi masing-masing pihak selama berlangsungnya perkawinan. Selain itu,
dalam perkara perceraian akibat perkawinan beda agama, kewenangan
penyelesaian berada pada Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Agama. UUP
sendiri, khususnya dalam Pasal 37, memberikan kebebasan bagi para pihak untuk
menentukan sistem hukum yang mereka sepakati dalam menyelesaikan pembagian
harta bersama, baik itu hukum agama, hukum adat, maupun hukum perdata. Oleh
karena itu, penulis menyarankan pentingnya pembuatan perjanjian pranikah sebagai
langkah preventif guna memberikan kepastian hukum dan menghindari potensi
konflik di kemudian hari.



Nur Fadilla, April 2025. PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT
PERCERAIAN DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA. Skripsi, Program Sarjana
Program Studi [lmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 67 Halaman, Pembimbing;:
Hj. Syahrida. S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas permasalahan hukum yang timbul terkait pembagian harta
bersama dalam perceraian akibat perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama
di Indonesia hingga saat ini belum memiliki pengaturan hukum yang tegas dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga menimbulkan
ketidakpastian hukum, khususnya ketika terjadi perceraian yang mempersoalkan
pembagian harta bersama. Pasal 37 UUP menyatakan bahwa pembagian harta
bersama dilakukan menurut hukum masing-masing, yang dalam praktiknya bisa
merujuk pada hukum agama, hukum adat, maupun hukum perdata. Ketentuan ini
menimbulkan multitafsir dan sering kali menjadi sumber konflik antara para pihak.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis pengaturan
hukum positif terhadap pembagian harta bersama akibat perceraian dari perkawinan
beda agama berdasarkan ketentuan dalam UUP, KUHPerdata, KHI, serta hukum
adat, termasuk melihat implementasinya dalam berbagai putusan pengadilan.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan
perundang-undangan dan konseptual, serta menganalisis sejumlah kasus nyata yang
terjadi di masyarakat melalui jalur litigasi.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa apabila tidak terdapat konflik di
antara suami dan istri, maka pembagian harta bersama dilakukan secara merata
(50:50). Akan tetapi, jika timbul sengketa, maka pembagian didasarkan pada
kontribusi masing-masing pihak yang dibuktikan di persidangan. Penelitian ini juga
menegaskan urgensi perjanjian pranikah sebagai instrumen hukum preventif yang
dapat memberikan kepastian hukum dan menghindari sengketa di kemudian hari
dalam perkawinan beda agama.

Kata Kunci: Harta Bersama, Perceraian, Perkawinan Beda Agama, Hukum
Perdata, Hukum Adat.
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